
EVALUASI RAKORTEKRENBANG TAHUN 2021 
DAN USULAN DAERAH DALAM 

RAKORTEKRENBANG TAHUN 2022

Direktur Regional I
Kedeputian Bidang Pengembangan Regional

Kementerian PPN/Bappenas

Disampaikan dalam Rapat Pra Rakortekrenbang Tahun 2022
Jakarta, 7 Februari 2022



EVALUASI RAKORTEKRENBANG 
TAHUN 2021

2



REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN RAKORTEKRENBANG 2021 DI 34 PROVINSI

USULAN DAERAH:

• Usulan daerah yang merupakan usulan
Gubernur dalam Rakorgub yaitu sebanyak
26%. Usulan lainnya yaitu 17% usulan
berdasarkan shortlist proyek prioritas di 
Pra-Rakorgub, dan 40% merupakan usulan
baru. 

• Usulan yang merupakan PN-Major Project 
memiliki proporsi yang sama dengan
usulan PN-Non Major Project (50%).

• PN dengan usulan terbanyak yaitu PN 1 
(41%), PN 5 (30%), dan PN 3 (16%).  Tidak
ada usulan untuk PN 7.

PERSENTASE USULAN 
RAKORGUB DAN NON-RAKORGUB

PERSENTASE USULAN PER PN

PERSENTASE USULAN 
MP DAN NON-MP



REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN RAKORTEKRENBANG 2021 DI 34 PROVINSI

USULAN DAERAH:

• Usulan berupa proyek infrastruktur mendominasi dengan persentase
sebesar 82%.

• 5 K/L dengan usulan terbanyak, yaitu:  (1) KemenPUPR (38%); (2) 
Kementan (11%); (3) Kemenhub (9%); (4) KKP (6%);  dan (5) Kemenkes
(6%).

• 5 KL dengan Jumlah diakomodir terbanyak: 1) KemenPUPR; 2) 
Kementan; 3) Kemenhub; 4) KKP; dan 5) Kemenkes

• 5 KL dengan Jumlah dibahas lebih lanjut terbanyak: 1) 
KemenPUPR; 2) Kementan;  3) Kemenhub; 4)  KKP; dan 5) 
Kemenkes

• 5 KL dengan Jumlah ditolak terbanyak: 1) KemenPUPR, 2) 
Kemenperindustrian, 3) Kemenpendidikan dan kebudayaan;   
4) Kementan; dan 5) KKP

• 5 KL dengan Jumlah usulan tidak dibahas terbanyak: 1) 
KemenPUPR;  2) Kementan; 3) Kemenlh; 4) Kemenkes; dan 5) 
KKP

PERSENTASE USULAN 
INFRASTRUKTUR DAN NON-INFRASTRUKTUR

PERSENTASE USULAN PER K/L



REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN RAKORTEKRENBANG 2021 DI 34 PROVINSI

HASIL PEMBAHASAN:

• Usulan yang terbahas sebanyak 93%, dengan hasil 62% dibahas lebih lanjut, 25% diakomodir, dan 6% ditolak. Usulan
yang ditolak sebagian besar dikarenakan Pemda belum memenuhi kesiapan (readiness criteria) proyek untuk
dilaksanakan tahun 2022. 

• Usulan yang merupakan Usulan Rakorgub terbahas 100%, dengan hasil 73% dibahas lebih lanjut, 17% diakomodir, dan 
10% ditolak.

• Usulan yang merupakan PN-Major Project terbahas sebanyak 93%, dengan hasil 65% dibahas lebih lanjut, 22% 
diakomodir, dan 6% ditolak.

PERSENTASE HASIL PEMBAHASAN
USULAN DAERAH

PERSENTASE HASIL PEMBAHASAN
USULAN MP

17%

73%

10%
0%

diakomodir dibahas lebih lanjut ditolak tidak dibahas

PERSENTASE HASIL PEMBAHASAN
USULAN RAKORGUB



EVALUASI PELAKSANAAN RAKORTEKRENBANG TAHUN 2021 (1)

1. Desk Kewilayahan Rakortekrenbang dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi atau perwakilannya dari 34 Provinsi, OPD terkait,
Bappenas, Kemendagri (Ditjen Bina Bangda), dan K/L terkait.

2. Berdasarkan hasil kuesioner, secara umum, Desk Kewilayahan Rakortekrenbang yang dilaksanakan secara online sudah dilaksanakan
dengan baik dan cukup efektif mencapai tujuan, yaitu sebagai tahapan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan Pusat dan
Daerah, dalam rangka penyusunan RKP 2022, Renja K/L 2022, dan RKPD 2022.

3. Hasil evaluasi pelaksanaan Desk Kewilayahan Rakortekrenbang, antara lain:

• Jadwal pelaksanaan forum perencanaan perlu diatur agar tidak terlalu berdekatan antar forum.

• Kualitas aplikasi e-rakortek masih perlu ditingkatkan, baik substansi maupun teknis, untuk menghindari kesalahan penginputan
maupun kendala teknis. Perlu diusulkan pengembangan sistem di Bappenas.

• Perlu penggunaan API (Application Programming Interface) untuk interface komunikasi antar sistem. Perlu kerjasama, khususnya
dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, untuk bisa share API-KRISNA.

• Pemahaman Bappeda dalam penginputan usulan daerah masih perlu ditingkatkan untuk menghindari kesalahan penginputan.

• Keterlibatan Ditjen Bina Bangda, Kemendagri, dalam Desk Kewilayahan masih rendah.

• Pembahasan indikator makro daerah terlalu banyak memakan waktu. Perlu adanya forum khusus untuk pembahasan indikator
makro daerah.



• Perlu sosialisasi kepada BI dan BPS Daerah agar menggunakan skenario optimis dalam penentuan target indikator makro daerah.

• Direktorat Sektor Bappenas diharapkan dapat melihat usulan daerah sebelum pelaksanaan desk, sehingga dapat hadir di desk yang
diperlukan, dapat menyiapkan data dan informasi, dan dapat mengarahkan K/L.

• Kriteria kesepakatan (diakomodir, dibahas lebih lanjut, dan ditolak) perlu diperjelas, sehingga tidak terdapat perbedaan dalam
penentuan kesepakatan.

• Substansi pembahasan di Desk Urusan dan Desk Kewilayahan perlu dibedakan, sehingga tidak terjadi duplikasi pembahasan.

EVALUASI PELAKSANAAN RAKORTEKRENBANG TAHUN 2021 (2)
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Keterkaitan Substansi Hasil Rakortekrenbang
dengan Tahapan Penyusunan RKP 2023 Lainnya

Pra Rakortekrenbang

Rakortekrenbang

Musrenbangnas

Musrenbangprov

RKP 2023

RENJA K/L 2023

Pemutakhiran

Rangkaian Rakortekrenbang

Isu Strategis dan
Target Makro

Usulan Daerah

Temu Konsultasi
Bappenas-
Bappeda

Rakor Gubernur
dan 

Menteri PPN

Penyampaian Tema dan 
Sasaran (Target) Daerah 

RKP 2023

Input target dari daerah melalui
e-rakortek

Sinkronisasi sasaran daerah
Dibahas dalam rakortekrenbang

Kesepakatan Isu Strategis
Provinsi

Isu strategis daerah sebagai
masukan paparan Menteri PPN 
dalam Musrenbangprov dan 
penyusunan Ranwal RKP 2023

Penyampaian indikasi
program prioritas 2023

Pembahasan Major Project dan Prioritas
Nasional  dibahas dalam rakortekrenbang

Hasil Rakortekrenbang
(desk kewilayahan)

Sebagai masukan
Rakorgub dan 
Menteri PPN



PENYELARASAN 
DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
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PENYELARASAN PROGRAM DAN PROYEK PRIORITAS

STRUKTUR RPJMN 2020-2024

Posisi
Major 
Project 
(MP)*

Program dan Proyek 
Prioritas dalam 
RPJMN 2020-2024 
(baik MP maupun 
non-MP) perlu 
didukung dengan 
program dan proyek 
Pemerintah Daerah
di dalam RPJMD dan 
RKPD

Posisi
Major 
Project 
(MP)*

*MP dapat berupa Proyek Prioritas Nasional (ProPN) maupun Proyek Prioritas K/L (Pro KL)



Meningkatnya kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran,
berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah, serta terjaganya keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi.

Rasio Gini 
(indeks)

5,7-6,0
2015-2018: 5,0

Pertumbuhan Ekonomi
(persen)

0,360 – 0,374

Tingkat Kemiskinan
(persen)

6,0 – 7,0
Mar 2019: 9,41 Mar 2019: 0,382

3,6 – 4,3
Agt 2019: 5,28

Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) (persen)

Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) (nilai)

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
(GRK) menuju target 29% di 2030 

(Paris Agreement)

75,54 27,3%
2018: 71,39 2018: 22,5%

12

SASARAN PEMBANGUNAN 2020-2024:
PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS

Slide - 12
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KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH TAHUN 2020-2024

Meningkatkan
pemerataan antarwilayah  
(KBI-KTI, Jawa-luar Jawa)

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Meningkatkan
keunggulan kompetitif
pusat-pusat
pertumbuhan wilayah

Meningkatkan kualitas
dan akses pelayanan
dasar, daya saing, serta
kemandirian daerah

Meningkatkan sinergi
pemanfaatan ruang  
wilayah

6. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan,  
keuangan dan SDM Aparatur)

7. Penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah,pola-pola  
kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasidaerah

1. Pembangunan desa terpadu dan pengembangan kawasan perdesaan,  kawasan transmigrasi, 
kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal

2. Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi  
pembangunan perkotaan dan pedesaan

3. Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB,Destinasi
Wisata, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan)

4. Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa
5. Pengembangan rencana pemindahan Ibukota keluar pulau Jawa ke posisi yang lebih  

seimbang secara spasial dan ekonomi

8. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatanefektivitas
instrumen pengendalian pemanfaatan ruang

9. Penyelesaian tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan Kebijakan  
Satu Peta

10. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah
11. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank  

tanah



ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU PAPUA
DALAM RPJMN 2020-2024

Target Pembangunan Wilayah Pulau Papua Tahun 2024

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 6,6

Share Ekonomi Regional (% per PDRB 2024) 2,1

Kebutuhan Investasi (Rp triliun) 41,1

Tingkat Kemiskinan (%) 18,2

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,5

Arah Kebijakan Pembangunan:

• Percepatan pembangunan untuk 
mengejar ketertinggalan dibanding 
wilayah lainnya melalui transformasi 
ekonomi dari berbasis SDA ke industri 
berbasis komoditas lokal dan pariwisata, 
hilirisasi industri pertambangan, minyak, 
dan gas bumi. 

• Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan 
Papua Barat berlandaskan pendekatan 
budaya dan kontekstual Papua, dan 
berbasis ekologis dan wilayah adat.

• Peningkatan kawasan konservasi dan daya 
dukung lingkungan untuk pembangunan 
rendah karbon.
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MAJOR PROJECT RPJMN 2020-2024 DI WILAYAH PAPUA

Dalam mendorong percepatan pembangunan 
Wilayah Papua tahun 2020-2024, proyek sangat 
prioritas (Major Project) adalah  sebagai berikut:

1) Pembangunan Kota Baru Sorong;
2) Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis 

Nasional: (a) PKSN Jayapura dan (b) PKSN 
Merauke;

3) Pengembangan Wilayah Adat Papua: (a) 
Domberay dan (b) Laa Pago;

4) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama 
Terpadu: Sorong;

5) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau 
Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: P. Biak;

6) Pembangunan Jalan Trans Papua: Merauke-
Sorong; dan

7) Pembangunan Jembatan Udara di Papua.



Arah Kebijakan Pembangunan:

• Optimalisasi keunggulan wilayah sebagai 
lumbung ikan nasional dan kawasan 
pariwisata yang mengutamakan 
pendekatan gugus pulau. 

• Mendorong transformasi ekonomi menjadi 
lebih maju dan bernilai tambah tinggi 
melalui :

 percepatan pembangunan 
perekonomian berbasis maritim 
(kelautan)

 pengembangan industri pengolahan 
hasil perkebunan dan hasil nikel , 
tembaga, dan gas

 pengembangan pariwisata

KEPULAUAN MALUKU

Target Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku Tahun 2024

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 7,3

Share Ekonomi Regional (% per PDRB 2024) 0,6

Kebutuhan Investasi (Rp triliun) 18,8

Tingkat Kemiskinan (%) 9,0

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,6

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN MALUKU
DALAM RPJMN 2020-2024
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MAJOR PROJECT RPJMN 2020-2024 DI WILAYAH 
KEPULAUAN MALUKU

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah 
Maluku tahun 2020-2024, proyek sangat prioritas (Major 
Project) adalah sebagai berikut:
1) Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Fish Market yang 

Terintegrasi Bertaraf Internasional;
2) Pembangunan Kota Baru Sofifi; dan
3) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, 

dan Terdepan: (a) P. Morotai, (b) P. Seram, (c) P. Buru, (d) 
P. Wetar, (e) P. Moa, (f) P. Babar, (g) P. Selaru, (h) P. Aru, 
dan (i) P. Kei Besar.



KEPULAUAN NUSA TENGGARA

Target Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2024

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 6,0

Share Ekonomi Regional (% per PDRB 2024) 1,5

Kebutuhan Investasi (Rp triliun) 19,9

Tingkat Kemiskinan (%) 12,1

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,1

Arah Kebijakan Pembangunan: 

• Optimalisasi keunggulan wilayah dalam 
perikanan, perkebunan, peternakan, 
pertambangan dan pariwisata yang 
mengutamakan pendekatan gugus pulau. 

• Mendorong transformasi perekonomian 
dengan memperkuat peran sebagai pintu 
gerbang pariwisata ekologis melalui :

 pengembangan industri  Meeting, 
Incentive, Convetion, Exhibition (MICE); 

 industri kreatif berbasis budaya, 

 percepatan pembangunan perekonomian 
berbasis maritim (kelautan); peternakan 
sapi dan perkebunan jagung; dan 
pengembangan industri mangan dan 
tembaga.

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN NUSA TENGGARA
DALAM RPJMN 2020-2024
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MAJOR PROJECT RPJMN 2020-2024 DI                                     
WILAYAH KEPULAUAN NUSA TENGGARA

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-2024, proyek 
sangat prioritas (Major Project) adalah sebagai berikut:
1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Lombok dan (b) Labuan Bajo
2) Pemulihan Pasca Bencana Pulau Lombok dan Sekitarnya
3) Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Atambua dan (b) PKSN Kefamenanu
4) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: Pulau Sumba



Arah Kebijakan Pembangunan:

• Memperkuat peran Sulawesi sebagai salah 
satu pintu gerbang Indonesia dalam 
perdagangan internasional dan pintu 
gerbang Kawasan Timur Indonesia; 
Pengembangan industri berbasis logistik; 
Pengembangan industri berbasis kakao, 
padi, jagung; serta Pengembangan industri 
berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan 
gas bumi. 

• Percepatan pembangunan ekonomi 
berbasis maritim (kelautan) melalui 
pengembangan industri perikanan dan 
pariwisata bahari. 

• Mewujudkan hilirisasi industri berbasis 
pertanian, perkebunan, perikanan dan 
tambang.

• Mempertimbangkan pendekatan mitigasi 
dan adaptasi bencana.

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU SULAWESI
DALAM RPJMN 2020-2024

Target Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2024

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 7,6

Share Ekonomi Regional (% per PDRB 2024) 7,0

Kebutuhan Investasi (Rp triliun) 110,7

Tingkat Kemiskinan (%) 7,2

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,5
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MAJOR PROJECT RPJMN 2020-2024 DI WILAYAH SULAWESI

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Sulawesi tahun 2020-
2024, proyek sangat prioritas (Major Project) di wilayah Sulawesi adalah 
sebagai berikut:
1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Manado - Likupang dan 

(b) Wakatobi;
2) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional;
3) Pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar;
4) Pemulihan Pasca Bencana Kota Palu dan Sekitarnya;
5) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah 

Metropolitan Makassar;
6) Pembangunan KA Makasar-Parepare;
7) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: (a) Bitung dan (b) 

Makassar;
8) Pembangunan Waduk Multiguna: (a) Kuwil Kawangkoan dan (b) Lolak;
9) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a) 

Pulau Buton dan (b) Pulau Muna;
10) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Sulawesi Selatan; dan
11) Pembangunan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sulawesi 

Selatan



Arah Kebijakan Pembangunan:

• Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-
paru dunia (Heart of Borneo) 

• Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, 
lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; 

• Mengembangkan pencegahan bencana alam banjir 
dan kebakaran hutan; 

• Mempertahankan peran sebagai lumbung energi 
nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas 
batu bara, termasuk pengembangan energi baru 
terbarukan; 

• Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa 
sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir 
zirkon dan pasir kuarsa.  

• Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) untuk 
mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan 
output sektor ekonomi non tradisional; peningkatan 
perdagangan antarwilayah, meningkatkan 
kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan 
pendapatan, serta menciptakan peluang investasi 
baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau 
Kalimantan terhadap nasional.

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN
DALAM RPJMN 2020-2024

Target Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2024

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 6,7

Share Ekonomi Regional (% per PDRB 2024) 8,8

Kebutuhan Investasi (Rp triliun) 143,1

Tingkat Kemiskinan (%) 3,7

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,4
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MAJOR PROJECT RPJMN 2020-2024 DI WILAYAH KALIMANTAN

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah 
Kalimantan tahun 2020-2024, proyek sangat prioritas (Major 
Project) adalah  sebagai berikut:
1) Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin;
2) Pembangunan Kota Baru Tanjung Selor;
3) Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);
4) Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN 

Paloh-Aruk dan (b) PKSN Nunukan;
5) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 

Pelabuhan Kijing;
6) Pembangunan Waduk Multiguna: (a) Kusan, (b) 

Lembakan, (c) Sepaku Semoi, (d) Kayan, (e) Mentarang;
7) (a) Revitalisasi Kilang Minyak Balikpapan dan (b) 

Pembangunan Kilang Baru Bontang;
8) Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan; dan
9) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di 

Kalimantan Timur.



Arah Kebijakan Pembangunan:

• Memperluas investasi, perdagangan, serta 
diversifikasi pasar regional dan global melalui 
kerjasama internasional, seperti: Segitiga 
Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Thailand 
(Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), 
integrasi kawasan (belt and road initiatives), dan 
masyarakat ekonomi ASEAN 

• Menjadi lumbung energi nasional dan lumbung 
pangan nasional. 

• Mempercepat transformasi ekonomi melalui: 

 hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan 
dan tambang untuk menciptakan nilai tambah 

 mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan 
tol Trans Sumatera, bandara dan pelabuhan. 

 pengembangan kawasan ekonomi di 
sepanjang koridor pesisir timur Sumatera 
untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat 
pertumbuhan yang berorientasi ekspor (hub 
internasional di Kuala Tanjung).

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU SUMATERA
DALAM RPJMN 2020-2024

ULAU SUMATERATarget Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2024

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 6,0

Share Ekonomi Regional (% per PDRB 2024) 20,9

Kebutuhan Investasi (Rp triliun) 251,1

Tingkat Kemiskinan (%) 7,1

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,6
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MAJOR PROJECT RPJMN 2020-2024 DI WILAYAH SUMATERA

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-
2024, proyek sangat prioritas (Major Project) adalah sebagai berikut:
1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba;
2) Pembangunan Energi Terbarukan B100 Berbasis Kelapa Sawit di Sumatera 

Selatan;
3) Revitalisasi Tambak di Lampung;
4) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional;
5) Pembangunan Wilayah Batam-Bintan;
6) Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang;
7) Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda;
8) Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera: Aceh-Lampung;
9) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a) 

P. Simeuleu, (b) P. Nias, (c) P. Mentawai, (d) P. Enggano, dan (e) P. Natuna;
10) Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah 

Metropolitan Medan;
11) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Sumatera Utara;
12) Pembangunan Waduk Multiguna: Bendungan Keureto;
13) Revitalisasi Kilang Minyak Dumai;
14) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kuala 

Tanjung;
15) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis di Sumatera Utara; dan
16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sumatera Utara.



Arah Kebijakan Pembangunan:

• Memantapkan peran sebagai pusat ekonomi 
modern dan bersaing di tingkat global 
dengan bertumpu pada industri manufaktur, 
ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, 
penghasil produk akhir dan produk antara 
yang berorientasi ekspor 

• Pengembangan destinasi pariwisata berbasis 
alam, budaya, dan MICE.  

• Meningkatkan peran swasta dengan 
dukungan fasilitasi pemerintah secara 
terpilih untuk menjamin tercpitanya iklim 
investasi yang terbuka dan efisien.

• Kegiatan berbasis jasa dan industri teknologi 
tinggi dengan memperhatikan daya dukung 
sumber daya alam dan lingkungan untuk 
memastikan pembangunan yang 
berkeberlanjutan.

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU JAWA-BALI
DALAM RPJMN 2020-2024

WA-BALITarget Pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Bali Tahun 2024

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 5,9

Share Ekonomi Regional (% per PDRB 2024) 59,2

Kebutuhan Investasi (Rp triliun) 742,4

Tingkat Kemiskinan (%) 6,2

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,1
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MAJOR PROJECT RPJMN 2020-2024 DI WILAYAH JAWA-BALI

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Jawa-Bali tahun 2020-
2024, proyek sangat prioritas (Major Project) adalah sebagai berikut:
1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Borobudur Dskt, (b) 

Bromo-Tengger-Semeru, dan (c) Revitalisasi Bali;
2) Revitalisasi Tambak di Pantai Utara Jawa;
3) Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major 

Universitas);
4) Pengembangan Wilayah Metropolitan Denpasar;
5) Pembangunan Kota Baru Maja;
6) Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda;
7) Penangangan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa;
8) Pembangunan KA Cepat Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-

Bandung);
9) Revitalisasi Kilang Minyak: (a) Balongan, (b) Cilacap; dan (c) Pembangunan 

Kilang Baru Tuban;
10) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: (a) Tanjung Priok dan 

(b) Tanjung Perak;
11) Pembangunan Waduk Multiguna Purworejo;
12) Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah 

Metropolitan: Metropolitan (a) Jakarta, (b) Bandung, (c) Semarang, dan (d) 
Surabaya;

13) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta): (a) Provinsi DKI Jakarta, (b) 
Provinsi Jawa Barat, (c) Provinsi Jawa Tengah, dan (d) Provinsi Jawa Timur;

14) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis: Citarum; dan
15) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Jawa Timur.



1. Hasil Rakortekrenbang harus terintegrasi dengan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2023
sebelumnya dan berikutnya. Isu-isu strategis daerah, arah kebijakan dan prioritas nasional perlu menjadi
perhatian, dan sinergi pembangunan pemerintah pusat dan daerah harus dapat ditindaklanjuti dengan usulan
dan kesepakatan pusat-daerah baik dalam forum Rakorgub, Rakortekrenbang, Musrenbang Provinsi dan
Nasional.

2. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan input secara lebih seksama, dengan mengacu pada
Rancangan Renja K/L 2023, untuk menghindari kesalahan penginputan dalam melakukan tagging, baik tagging
PN, PP, KP, ProP, RO, maupun K/L. Selain itu, juga diharapkan dapat memenuhi koridor penginputan untuk
menghindari kesalahan dalam penginputan, antara lain menggunakan kaidah bahasa Rincian Output (RO), dan
satu usulan merupakan satu RO.

3. Pemerintah daerah agar dapat memperhatikan pembagian kewenangan pusat-daerah. Usulan daerah yang
merupakan kewenangan daerah, agar diusulkan melalui mekanisme perencanaan DAK dengan mengacu pada
arah kebijakan DAK tahun 2023.

4. Usulan yang akan dilaksanakan oleh BUMN, akan dilakukan pembahasan oleh Kementerian BUMN dan BUMN
terkait.

USULAN DAERAH DALAM RAKORTEKRENBANG 2022



5. Untuk usulan daerah yang ditolak pada RKP 2022 dikarenakan Pemerintah Daerah belum memenuhi kesiapan
(readiness criteria) proyek untuk dilaksanakan di tahun 2022, persiapan agar tetap terus dilakukan, sehingga
dapat diusulkan kembali untuk dilaksanakan di tahun 2023.

6. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyiapkan dan memenuhi kesiapan (readiness criteria) proyek yang
akan diusulkan di tahun 2023.

7. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menindaklanjuti dan menggunakan hasil Rakorgub dan Rakortekrenbang
sebagai acuan dalam proses penyusunan RKPD 2023 selanjutnya.

USULAN DAERAH DALAM RAKORTEKRENBANG 2022
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01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
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REKAPITULASI USULAN SELURUH PROVINSI 
MENURUT PRIORITAS NASIONAL
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